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A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Maluku pada Triwulan Il 2018

tercatat 5,47% pada triwulan Il yang diukur berdasarkan Produk Domestik

Pertumbuhan Ekonomi Maluku
2018

Regional Bruto atas dasar harga berlaku
mencapai Rp10,59 triliun. PDRB Maluku Triwulan 11 2018 mampu tumbuh 5,47% (yoy)
atau menurun dibanding triwulan 1l 2017 sebesar 5,75%, namun masih lebih tinggi bila

dibandingkan dengan tingkat nasional yang sebesar 5,27%.

Dari sisi Pengeluaran, Pertumbuhan

Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Lo .
oer Triwulan Tahun 2017 dan 2018 (y on y) Ekonomi Triwulan 11 2018 terjadi pada
6 5,75 5,83 seluruh  komponen  pengeluaran.

5,47 . . .
55 - 5,25 Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
5 ol Pembentukan Modal Tetap Bruto

5,19 4
h P01 % >0 (PMTB) sebesar 10,42% diikuti
Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV' Triwulan | Triwulan Il komponen Impor Luar Negeri sebesar
2017 2018 .
9,61%, dan konsumsi Lembaga Non
e=@== \aluku e=fll==|ndonesia )

Sumber: BPS Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang

tumbuh 9,37%. PMTB mampu tumbuh tinggi disebabkan oleh investasi yang masuk di
Maluku seperti pembangunan Rumah Sakit International Siloam dan pembangunan
Hotel Shantika. Impor yang tumbuh tinggi disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan
bahan bakar untuk Hari Raya Idul Fitri. Sama halnya dengan LNPRT mampu tumbuh,

yang disumbang oleh pengeluaran partai politik dalam menghadapi pilkada serentak.

Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha
kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi 9,40% Sementara
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar
11,04%, diikuti oleh konstruksi sebesar 8,81%, dan Administrasi pemerintahan sebesar
7,89%. Bermunculannya industri pengolahan makanan dan minuman menjadi penyebab
industri pengolahan mampu tumbuh tinggi, sementara tumbuhnya konstruksi salah
satunya disebabkan oleh pembangunan rumah sakit Siloam dan Hotel Shantika.
Administrasi pemerintahan tumbuh tinggi salah satunya disebabkan oleh pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) Aparat Sipil Negara yang dibayar pada bulan Juni 2018.
Peningkatan jumlah pembayaranTHR disebabkan karena perubahan unsur pembayaran

dan penambahan Tunjangan Kinerja sebagai komponen THR.

Ie-3 S4B+
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g8 Target dan Realisasi Pert
ekonomi Maluku
6,27

¥ Realisas
i
OTarget

Sumber: BPS, KUAPPAS Pemda
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Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2018, Provinsi
Maluku mempunyai target pertumbuhan ekonomi pada tahun
2018 sebesar 6,27% - 6,77%, sementara realisasi TW |l
sebesar 5,47% atau dibawah target. Artinya sampai dengan

triwulan Il masih dibawah target sebesar 0,8%.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga dan ekspor menyebabkan pertumbuhan ekonomi kurang
maksimal, karena hanya mampu tumbuh masing-masing 2,17% dan 0,40%. Untuk dapat mencapai target
pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27% pada tahun 2018 di Maluku, maka direkomendasikan sebagai berikut:

Memanfaatkan Dana Desa
beli masyarakat.

dengan program cash for work yang diharapkan mampu untuk menaikkan daya

Bantuan sosial yang tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirya dapat
meningkatkan daya beli masyarakat

Peningkatan ekspor khususnya pada komoditi ikan dan udang dengan memanfaatan ekspor langsung ke
luar negeri yang telah difasilitasi langsung dari pelabuhan di Ambon dan Tual dan Bandara Pattimura.
Sebelumnya untuk ekspor di Maluku harus melalui pelabuhan dan Bandara diluar Maluku.

B. Inflasi

Laju Inflasi di Maluku pada

Inflasi di Provinsi Maluku diwakili oleh 2 kota yaitu

triwulan Il tahun 2018 masih Kota Ambon dan Kota Tual. Inflasi Maluku sampai

terkendali

dengan Juni 2018 (ytd) sebesar 2,50% lebih tinggi

dari tingkat nasional sebesar 1,90%. Pada bulan Juni terjadi inflasi sebesar 1,05% juga

lebih tinggi dari tingkat nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,59%.

Sumber: BPS, BI

Tingkat Inflasi (mtm) Tingkat Inflasi (ytd)
Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018 Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018
3,00 2,50
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18
el Maluku ===ll=== Nasional e=ff= Maluku ==[gl== Nasional

Sumber: BPS, BI

Kota Ambon pada bulan Juni 2018 mengalami

Kota Ambon dan Kota Tual yang .
mewakili Maluku mengalami Inflasi Inflasi 0,94%. Semua kelompok pengeluaran

karena bahan makanan dan

memberikan andil inflasi di Kota Ambon terutama

transpor, Komunikasi dan Jasa

Keuangan

sebesar 3,89%. Kota Tual

bahan  makanan sebesar 0,50% dan
transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

pada bulan Juni mengalami Inflasi sebesar 2,22%. Sama
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Seperti pada Kota Ambon, semua kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi di
Kota Tual ini terutama bahan makanan sebesar 4,18% dan transportasi, Komunikasi dan
Jasa Keuangan sebesar 3,81%.

Dari data di atas, bahan makanan dan transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
merupakan penyumbang inflasi terbesar dikarenakan permintaan atas keduanya yang
mengalami peningkatan signifikan akibat memasuki bulan puasa dan hari raya idul fitri.
Meskipun pada bulan juni mengalami inflasi yang lumayan tinggi namun secara tahun

kalender inflasi di Maluku masih cukup terkendali.

5 Jarget dan Realisasi Inflasi
Maluku

Target Inflasi di Provinsi Maluku sesuai dengan dokumen >
KUA tahun 2018 sebesar 3,25-3,75%. Dari target 37 25

tersebut, realisasi inflasi s.d Juni 2018 (ytd) sebesar 2,5%.

Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Maluku

masih terjaga.

Untuk menjaga tingkat inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemda harus memperhatikan ketersediaan 2
kelompok penyumbang inflasi yaitu bahan makanan dan transpor. Khusus bahan makanan perlu diwaspadai terkait
dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat dan juga mendekati hari raya natal dan tahun baru pada triwulan IV.
Beberapa rekomendasi yang diberikan kepada TPID antara lain: mengatur stock barang khususnya bahan makanan

terutama ikan akibat cuaca yang kurang bersahabat, memperlancar arus distribusi barang dengan memanfaatkan Tol
laut, membangun konektivitas antar daerah di wilayah Maluku dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi
(kapal laut dan pesawat udara), memperbanyak kerja sama dengan penyedia moda transportasi khususnya pada hari-
hari besar keagamaan.

C. Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingkat kemiskinan, tingkat

ketimpangan (gini rasio) dan tingkat pengangguran terbuka pada suatu daerah.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku pada Maret
Tingkat kemiskinan di Maluku
pada Maret 2018 sebesar 18,12% 2018 sebesar 18,12% merupakan yang terendah

terendah dalam lima tahun

terakhir dalam lima tahun terakhir. Tingkat Kemiskinan

menunjukkan trend yang semakin menurun dari
waktu ke waktu kecuali periode September 2014 s.d maret 2015 dan Maret 2016 s.d
September 2016. Apabila dibandingkan antara periode Maret 2018 ke September 2017
penduduk miskin Maluku mengalami penurunan 340 orang atau mengalami penurunan
sebesar 0,17% dari 18,29% menjadi 18,12%. secara geografis terjadi penurunan jumlah
penduduk miskin di perkotaan sebanyak 1.940 orang yang semula 47.830 orang menjadi
45,890 orang, sementara jumlah penduduk miskin dipedesaan meningkat 1.600 orang

semula 272.590 orang menjadi 274.190 orang.

\l/
Fx X F



KANWIL aqr..re—:ﬁ: \

PROVINSI MALUKU

Tingkat Kemiskinan Maluku dan Indonesia
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Bila dibandingkan dengan nasional,
kemiskinan di Maluku sangat tertinggal
Pada Maret 2018

kemiskinan Maluku sebesar 18,12%,

jauh. tingkat
lebih tinggi dari tingkat nasional yang
telah mencapai satu digit yaitu sebesar
9,82%.
Maluku

Penyebab kemiskinan di

antara lain karena

perekonomian Maluku masih mengandalkan APBN dan APBD sebagai pendorong

utama, infrastruktur yang belum memadai, konektivitas antar pulau yang belum balik;

tingkat pendidikan yang rendah, dan investasi yang

rendah. Sementara dana desa

belum dapat berkontribusi untuk menekan kemiskinan dengan melihat indikator

penduduk miskin di desa yang mengalami kenaikan 1.600 orang pada Maret 2018.

2. Gini Ratio

GINI RATIO MALUKU DAN INDONESIA

0,3
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sebesar 0,343, meningkat 0,022
dibandingkan per September 2018

Pada 2018
ketimpangan pengeluaran penduduk

Gini ratio Maluku per Maret 2018 H

Maret tingkat
Maluku yang diukur dengan gini ratio
tercatat 0,343. Angka ini meningkat
0,022 poin jika dibandingkan dengan

September 2017 yang sebesar 0,321. Meskipun meningkat namun masih lebih baik dari

tingkat nasional sebesar 0,389. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di

wilayah Maluku lebih merata dibandingkan dengan tingkat nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan gini ratio di Wilayah Maluku adalah

sebagai berikut:

1. Kenaikan pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok menengah

40% meningkat lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok 20%

teratas, serta belum maksimalnya pengeluaran kelompok 40% terendah.

Belum maksimalnya pengeluaran kelompok terendah tidak terlepas belum

mulainya kegiatan yang bersifat padat karya dan bantuan sosial pada awal

tahun 2018.
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3. Ketenagakerjaan

Pengangguran di Propinsi Maluku
pada Februari 2018 tercatat
menurun

Pada Februari
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2018, dari 1.187.642 orang

penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku,

sebanyak 772.174 orang diantaranya merupakan

angkatan kerja. Dari 772.174 angkatan kerja, 56.958 orang diantaranya masih dalam

posisi menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari
7,77% (Februari 2017) menjadi 7,38% (Februari 2018).

Perkembangan Komposisi Tenaga Kerja
Maluku

Jumlah Penduduk >15 Tahun
(juta orang),

Komposisi Penduduk (%)
80,0% f

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%
Feb-18
[====1 % Bukan Angkatan Kerja

Agst-15 Feb-16 Agst-16 Feb-17 Agu-17

=== % Angkatan Kerja
Populasi Penduduk >15 Tahun

Sumber: BPS

& 1,20

Tingkat Pengangguran Terbuka Maluku dan
Nasional
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Sumber: BPS

Pada bulan Februari 2018 TPT Maluku lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 5,13%.

Penurunan tingkat pengangguran disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang mulai

meningkat akibat pilkada serentak pada 2 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Selain itu

program cash for work dana desa yang mulai disalurkan pada bulan Januari 2018 turut

andil dalam mengatasi pengangguran di Maluku.

Target dan realisasi indikator kesejahteraan Provinsi Maluku Tahun 2018

Tingkat Kemiskinan
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